BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan

berusaha/non berusaha yang salah satu syaratnya memiliki
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), perlu dilakukan wupaya-upaya pemberian
kemudahan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih belum mengatur
ketentuan  terkait pemberian kemudahan = penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik
Fungsi (SLF);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 nomor 26);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 31);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 221);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Nomor (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3C)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
2021 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



1.

Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal baru

yakni pasal 12A dan pasal 12B yang berbunyi :

Pasal 12A

(1) Bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, izinnya dinyatakan
masih tetap berlaku.

(2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin
mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izinnya masih tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

(3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki
PBG, untuk meperoleh PBG harus mengurus SLF
berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12B

Setiap permohonan perizinan yang bangunannya masih
terdapat penyesuaian penerbitan perizinan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan/atau sertifikat laik fungsi
(SLF), maka dapat diberikan kemudahan perizinannya yang
dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal

baru yakni pasal 13A yang berbunyi :

Pasal 13A

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian produk pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan, akan
dilakukan perbaikan, pembatalan/pencabutan atas
ketidaksesuaian dimaksud berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB baru
dan pasal baru yakni BAB XIIA dan pasal 22A yang berbunyi:

BAB XIIA
Ketentuan Peralihan
Pasal 22A

Segala bentuk pemberian kemudahan berupa rekomendasi
teknis yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini
terkait penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
dan/atau sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan bagi setiap
orang dan pelaku usaha yang mengurus kegiatan usahanya,
keberadaannya diakui berdasarkan Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Maret 2023
BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 11



